
s!lE!m;;[r1 lii:uittF?ril$s@nir4$qtsi'|fqert]r{*,'$,

\
t\'-.

SALIIIAN

WALIKOTA PALU

PERAI'URAIT DAERAII KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA I(ER'A SATUAN P'OLISI PAUOITG PRA.'A

t

DENGAN RIIHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

WALIKOTA PALU,

bahwa untuk melaksanakan l<etentuan pasal 2 ayat (21
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2o1o tentang Satuan
Polisi Parrrong Praja, perlu menetapkan peraturan Daerah
tentang organisasi dan Tata Kerja satuan polisi pamong
Praja;

Pasal 18 r\yat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia'Iahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 tahun Igg4 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerz*r tingkat II palu (Lembarai
Negara R.epublik Indonesia 'Iahun lgg+ Nomor 3g,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor
s55s);

undang-U'dang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang
Pemerintalran Daerah (Lembara:r Negara Republik IndonesiiTahun 2oo4 Nomor r2s , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diJbah
beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 12Tahun 2oo8 tentang perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Repubrik rndonJsia Tahun 2oogNomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a8afl;

Peraturan Pemerintah Nomor 4r rahun 2oor tentangorganisasi Perang\1t laerah (Iembaran Negara RepubrikIndonesia Tahun 2oor Nomor gg, Tambalian rembaranNegara Republik Indonesia Nomor a7a\ ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahu n 2oro tentang satuanPolisi Pamong Praja (Lembaran Negara n"putlit IndonesiaTahun 2OlA Nomor 9, Tambahan lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5094) ;

Menimbang:

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

5.



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2oll
tentang Pedoman organisasi Dan Tata Kerja satuan Polisi
Pamong Praja;

Dengan Persetrliuan Bersana

DEqTAil PERWAIilLAN RAICYAT DAERAII KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAI{:

Menetapkan : PERATURAN DAERAII TENTAI{G ORGANISASI DAI-{ TATA
I{EzuA SATUAN FOLISI PAUONG PRA^IA

BAB I
\ KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.

2. Walikota adalah Walikotre Palu.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota palu.

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota besertsr Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pernerintahan daerah Kota palu.

5. Peraturan daerah yang selanjutnya disingkat Perda, adalah Peratrrran
C Daerah Kota Pa-lu.

6. Peraturan Walikota adaiah Peraturan Walikota Palu.

7. Aparatur adalah aparatur pemerintah daerah Kota Palu.

8. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah
Satuan Polisi Pamong Prraja Kota Palu.

9. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP Kota Palu.

10. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan
dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat dapat melalcukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan
terarur.

ll.Perlindungan masyarakert adalah suatu keadaan dinamis dimana warga

masyarak"t ai"i"pt an dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk
melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan
rnernperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan,
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ketenteraman dan ketertiban
kemasyarakatan.

masyarakat, kegiatan sosial

BAB II
PEMBENTUI{AI\f, KEDUDUI{AN' TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Keda Satuan
Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan
Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala satuan yang berked.udukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Pasal 4

Satpol PP merupakan lemba.ga lain bagian dari perangkat daerah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paeal 5

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan
ketertiban umum dan lcetenteraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol
PP mempunyai fungsi:
a. penJrusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan

Peraturan Walikota,. penyelenggaraan ketertiban u'mum dan
ketenteraman masyarakat serta perlindung€m masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Walikota;

c. pelaksanaan fceUgat<an p-enyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyaferl<at di daerah;
d. pelaksanaan kebij akan perlindungan masyarakat;
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e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Walikola serta
penyelenggaraan keterliban umum dan ketenteraman masyarakat
dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri
Sipil daerah, dan/ atau aparatur lainnya;

f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar
mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Walikota.; dan

g. pelaksanaan tugas lainnya.

(2) Pelaksanaan tugas lainrrya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
meliputi:
a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan daerah

serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat

negara dan tamu negaLra;
c. pelaksalaan pengannan€rn dan

teradministrasi sesuai dengan
undangan;

d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan
umurn dan pemilihan umum Walikota;

e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian- daerah dan/ atau kegiatan yang berska-la massal; dan
' f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh

Walikota sesuai dengiln prosedur dan kete ntuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan rugasnya, polisi pamong praja diberikan tunjangan
khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III
ORGANISASII

Pasal 8

(1) Organisasi Satpol PP di daerah ditetapkan sebagai Satpol pp Tipe A.

(2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (r) terdiri atas:
a, Kepala Satuan;

b. Sekretariat, terdiri atas:
1) Subbagian Program;
2) Subbagian Keuangan; dan
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Penegakan perundang_undangan Dererah, terdiri atas:l) Seksi Pembinaan, pengawasan dan penyr,rluhan; dan
2) Seksi Penyelidikan dan penyidikan.

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, terdiri atas:1) Seksi Operasi dan pengendalian; dan
2) Seksi Kedasama.

e. Bidang Sumber Daya rtparatur, terdiri atas:
1) Seksi pelatihan 6asar: dan

penertiban aset yang belum
ketentuan peraturan perr.rndang-

i



2) Seksi Teknis Fungsional.

f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
1) Seksi Satuan Linmas; dan
2) Seksi Bina Potensi lVlasyarakat.

g. Kelompok Jabatan Furrgsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP daerah tercantum dalam Lampiran
Peraturan Daerah ini.

(3) Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat dan bidang serta rincian tugas
sub bagian dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan eiyat (2)
diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1) Pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP daerah.

( (2) Unit Pelaksana Satpol PP daerah d.i kecama.tan sebagaimana dimaksud' pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan.

(3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 secara langsung (ex-
offieio) dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada
kecamatan.

(a) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis
administratif bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis
operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP daerah.

BAB TV
ESELON

Pasal 1O

(1) Kepala Satpol PP daerah merupakan jabatan struktural eselon IIb.

(2) Sekretaris dan kepala bidang Satpol PP daerah merupakan jabatan
struktural eselon IIIb.

f3) Kepala sub bagian dan kepala seksi Satpol PP daerah merupakan jabatan
struktural eselon IVa.

BAB V
KELOM.POK JABATAN F'UNGSIONAL

Pasal 11

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturanperundang-undangan.



(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok. jabatan
' ' fungsionJmehksanaka' tugas khusus sesuai dengan bida'g keahliannya

berdasarkan peraturan perundang-undangan'

(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas:
a. tenaga fungsional polisi pamong praja; dan
b.jabaian fungsional lainnya yang terbagr dalam beberapa kelompok

jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERIIENTIAN

Pasal 12

(1) Kepala Satpol PP daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota
setelah berkonsultasi kepada gubernur dengan pertimbangan Kepala
Satpol PP provinsi.

(2) Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi Satpol PP
daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul sekretaris
daerah.

Pasal 13

Pejabat struktural di linglcungan Satpol PP diprioritaskan diangkat dari
pejabat fungsional dan/atau pejabat di lingkungan Satpol PP.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 14

Satpol PP daerah dalarrr melaksanakan tugas dan fungsinya wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan
horizontal.

Pasal 15

Kepala Satpol PP daerah meiaksanakan sistem pengendalian intern
dilingkungannya sendiri.

Pasal 16

Kepala Satpol PP daerah bertanggung jawab memimpin, membimbing,
mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, danbila terjadi penyimpangan, mengamb keputusan yang diperlukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undanga.r.



BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pejabat struktural yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini,
masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengaa terbentukrrya orgarrisasi
dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB DT
I(ETEIYTUAIY PEIUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksana dari Perda ini ditererkan paling lama 6 (enam) bulan
terhitung sejak Perda ini diundangakan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

{sar 9eti1n orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan
daerah ini dengan penempatanya dalam lembaran Oaerah Kota-palu'.

(

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 16 Januari 2013

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA
Diundangkan di Palu
pada tanggal 16 Januari 2013

SEXRETARIS DA.bRAII KOTA PALU,

ttd

AUINI'DDIN ATJO

LEMBARAN DAERAII KOTA PALU TAIIUN 2OI3 ITOMOR 2

i dengan aslinya

':*'"'

rkt.r 0v/b)
t992032 014
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PENJELASAI{
ATAS

PERATUIIAN DAERAII KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUII 2013

TENTATTG

ORGAITISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAIIONG PR.A"IA

L I'MTIM

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan
masyarakat seirama denga:r tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah,
maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum Kota Palu yang kondusif
rner':.pakarr suafu kebutuhan mendasar bagr seluruh masyarakat untuk
meningkatkan mutu kehidupannya.

Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikol:a untuk menciptakansuatu
kondisi Kota Palu yang tentl'am, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan
roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat
melakukan kegiatannya dengal aman. Oleh karena itu, di samping
menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan
pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan Walikota Palu.

untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu di.bangun kelembagaan Satpol
PP yang mampu mendukung teru,rrjudnya kondisi daerah yang tenteram,
tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol pp tidak hanya
mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah lrenduduk di suatu daerah,
tetapi juga beban tugas dan- tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi,
serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan susunan
organisasi, formasi, tugas,, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Satpol pp
dengan berpedoman pada Peraturan pemerintah Nomor 

-6 
Tahun 2ol0

tentang Satuan Polisi Pamong praja dan peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 40 rahun 2011 tenrang pedoman organisasi Dan Tata Keda Satuan
Polisi Pamon g fuaja, maka berdasarkan pertimb:rngan tersebut diaLs, perlu
menetapkan Peraturan Dae.ah Kota pa-lu tentang organisasi Dan Tata kerja
Organisasi Satuan Polisi Pamong praja.

II. PASALDEMIPASAL

Pasa] I
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas



Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat I

Cukup jelas
Ayat2
Huruf a
Yang dimaksud peraturan perundang-undangan daerah
adalah produk hukum daerah meliputi peraturan Daerah,
Peraturan Walikota, Keputusan Walikota.

Huruf b
Yang dimaksud WIP adalah Very Very Important person.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

pasal 14
Cukup jelas

pasal 15
Cukup jelas
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Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

TAIIBAHAN LEMBARAIC DAERAII KOTA PALU NOMOR 2



I,AMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR 2 TAFIUN 2013
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRA.IA

RANCANGAN BAGAN STRI,JKTRUR ORGANISASI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALU

TUAN POLISI P

JABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN

DANUMUM

BIDANG
PENEGAKAN
PERUNDANG.
LTNDANGAN

DAERAH

BIDANG
KETERTIBAN
UMUMDAN

KETENTRAMAN
MASYARAKAT

BIDANG
SUMBERDAYA

APARATUR

BIDANG
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

SEKSI
PEMBINAAN,

PENGAWASAN
DAN

PE\MJLUFIAN

SEKSI
OPERASI DAN

PENGENDALIAN

SEKSI
PELATIHAN DASAR

SEKSI
SATUANLINMAS

SEKSI
PE\ryELIDIKAN

DAN
PEI\MDIKAN

SI]KSI
TEKNIS RJNGSIONAL

dengan aslinya

HUKUM,

WALIKOTA PALU,

ftd

RUSDYMASTURA

rkt r (rvlb)
NIP.19650805 199203 2 014
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